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Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait 
perkembangan penelitian akuntansi sektor publik di Indonesia. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah charting the 
field. Sampel yang diambil berasal dari 22 jurnal terakreditasi di 
Indonesia dan diperoleh 137 artikel selama tahun 2010-2018. 
Penelitian ini mengklasifikasikan artikel berdasarkan topik dan 
metode penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  topik 
yang paling banyak digunakan dalam penelitian akuntansi sektor 
publik adalah topik mengenai akuntansi keuangan dan  untuk 
model yang sering digunakan adalah metode kuantitatif dan juga 
metode survei serta archival. Topik akuntansi keuangan pada 
sektor publik menjadi topik terbanyak yang diteliti dikarenakan 
akuntansi pada sektor publik masih menjadi perhatian khusus dan 
masih banyak pemerintah daerah yang terkendala pelaporan 
keuangan. Sementara itu dari topik penelitian yang paling sedikit 
dilakukan dari tujuh kategori adalah topik mengenai perpajakan 
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This study aims to provide an overview of the development of public 
sector accounting research in Indonesia. The method used in this research 
is charting the field. Samples taken came from 22 accredited journals of 
Indonesia and 137 articles written during 2010-2018. This study 
classifies articles based on research topics and methods. The results of this 
study indicate that the topic most widely used in public sector accounting 
research is the topic of financial accounting and for models that are often 
used are quantitative methods as well as survey and archival methods. 
The topic of financial accounting in the public sector is the most 
researched topic because accounting in the public sector is still a 
particular concern and many local governments are constrained by 
financial reporting. Meanwhile, from the research topics, at least seven of 
the categories were taxation and accounting systems. 
  
Keywords : Public sector accounting; charting the field; accounting 
research. 
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Tuntutan mengenai akuntabilitas keuangan, efisiensi, dan dan efektivitas 
dalam sektor publik membuat organisasi sektor publik di dunia mengalami 
perubahan. Perubahan tersebut adalah dari sistem tradisional yang mempunyari ciri-
ciri bahwa penyusunan anggaran bersifat incrementalism, menggunakan line-item dan 
cenderung sentalistis yang terkesan kaku menjadi sistem yang fleksibel (Usman, 
Sunandar, & Farida, 2014). Perubahan ini dikenal dengan New Public Management 
(NPM). Hal ini merupakan tindak lanjut dari peraturan pemerintah mengenai otonomi 
daerah di mana daerah diberi wewenang untuk menjalankan dan mengurus urusan 
pemerintah serta pelayanan masyarakat sesuai undang-undang yang berlaku.  
Di Indonesia, peraturan mengenai perubahan ke NPM dimulai ketika 
pemerintah mengeluarkan Undang-Undang mengenai keuangan Negara yaitu UU No. 
17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan Negara, dan UU No. 
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara. Salah satu yang diatur adalah pada UU No 17 Tahun 2003 yang mewajibkan 
adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai basis penyusunan akuntansi di 
Indonesia (Usman et al., 2014). SAP tersebut termuat dalam PP No 71 Tahun 2010 dan 
juga menyatakan perubahan sistem akuntansi berbasis kas ke sistem akuntansi 
berbasis akrual. Perubahan ini diharapkan akan dapat meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara serta mengikuti international best practices 
yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia (Satrio, Yuhertiana, & 
Hamzah, 2016). Pengelolaan keuangan dengan menggunakan akuntansi merupakan 
hal penting dalam reformasi pengelolaan keuangan sebuah Negara, baik itu pusat 
maupun daerah dimana akuntansi akan menghasilkan output berupa informasi 
laporan keuangan (Tresnawati & Setiawan, 2013). 
 
 
Gambar 1. Diagram perkembangan penelitian akuntansi sektor publik 
 
Beberapa tahun belakangan ini penelitian mengenai akuntansi sektor publik 
mulai menarik perhatian banyak pihak. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya 
penelitian di sektor publik pada jurnal-jurnal terakreditasi di Indonesia. Penelitian 
mengenai akuntansi sektor publik telah banyak diteliti di Indonesia maupun di Luar 
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negeri. Gambar 1 menunjukkan peningkatan penelitian akuntansi yang dilakukan di 
Indonesia sejak tahun 2010-2018. Meskipun terlihat mengalami penurunan dari tahun 
2016, namun secara keseluruhan penelitian akuntansi sektor publik semakin banyak 
dilakukan di Indonesia. Hal itu juga membuktikan bahwa pengetahuan akan sektor 
publik sangatlah penting. Topik yang dibahas pada sektor publik semakin banyak dari 
tahun ke tahun seiring dengan berkembangnya penelitian di Indonesia dan adanya 
jurnal-jurnal terakreditasi dan tentunya perubahan peraturan mengenai sistem 
akuntansi. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk meneliti mengenai 
perkembangan penelitian akuntansi sektor publik di Indonesia seiring dengan 
perkembangan akuntansi pemerintahan. 
Penelitian ini juga termotivasi oleh penelitian yang dilakukan oleh Hesford et 
al. (2007) yang meneliti mengenai bibliografi di bidang akuntansi manajemen. Di 
Indonesia penelitian dengan model serupa juga dilakukan oleh Dewi, Fitriana and 
Setiawan (2018) mengenai pengungkapan di Indonesia. Selain itu, Herawati and Bandi 
(2017) meneliti mengenai akuntansi perpajakan dengan metode yang serupa. Pada 
penelitian ini peneliti mengkaji dengan menggunakan hasil penelitian dari 137 artikel 
tentang akuntansi sektor publik pada 22 jurnal terakreditasi di Indonesia per Maret 
2019. Artikel yang dipilih merupakan artikel yang terbit selama tahun 2010-2018.  
Jurnal terakreditasi dipilih sebagai objek pengamatan dikarenakan telah melalui 
seleksi yang ketat sehingga artikel mempunyai kualitas dan kredibilitas yang baik. 
Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan 
penelitian mengenai akuntansi sektor publik di Indonesia. 
  
METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode “charting the field” 
yang dikembangkan oleh Hesford et al. (2007). Pada penelitian ini, peneliti memilih 
beberapa hasil penelitian mengenai akuntansi sektor publik yang diterbitkan di 22 
jurnal terakreditasi per Maret 2019, kemudian mengidentifikasi berdasarkan topik dan 
metode. Jurnal yang terpilih merupakan jurnal terakreditasi pada sinta 2 per Maret 
tahun 2019 dengan kata kunci akuntansi, bisnis, dan business. Daftar jurnal yang 
digunakan oleh peneliti dapat dilihat pada tabel 2. Artikel yang dipilih dalam artikel 
ini berdasarkan penelitian pada tahun 2010-2018 yang berarti penelitian ini 
menggunakan artikel tentang akuntansi sektor publik dalam kurun waktu 9 tahun dan 
tersedia online. Penelitian ini akan membagi penelitian dalam dua dekade yaitu 
dekade tahun 2010-2014 dan dekade tahun 2015-2018. Dari proses seleksi dan 
indentifikasi artikel akuntansi sektor publik dari 22 jurnal terakreditasi pada sinta2 
diperoleh 137 artikel.  
Tahapan pada proses pemilihan artikel dalam penelitian ini adalah peneliti 
mencari data mengenai jurnal yang terakreditasi pada laman sinta 2 milik 
kemenristekdikti dengan kata kunci akuntansi, bisnis, dan business. Dari ketiga kata 
kunci tersebut diperoleh 22 jurnal yang terakreditasi yang selanjutnya peneliti 
membuka lamannya satu per satu. Pada setiap laman jurnal peneliti memasukkan kata 
kunci “sektor publik” dan “pemerintah” pada kolom pencarian. Selanjutnya apabila 
pada satu jurnal tidak ditemukan artikel mengenai akuntansi sektor publik maka tidak 
dimasukkan dalam populasi penelitian dan apabila ditemukan penelitian mengenai 
akuntansi sektor publik maka peneliti mengunduh setiap artikel. Setelah semua 
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diunduh maka selanjutnya adalah mengidentifikasi setiap artikel berdasarkan jurnal, 
judul, tahun, penulis dan juga variabel yang digunakan.  
Pada tabel 3 menunjukkan bahwa artikel yang digunakan dalam penelitian ini 
terdiri dari 22 jurnal dalam periode 13 tahun yaitu dari tahun 2010-2018. Jurnal yang 
paling mendominasi dan menerbitkan banyak penelitian mengenai sektor publik 
adalah JAMAL dengan 20%. Bahkan dalam tahun 2010-2014 ataupun 2015-2018 
JAMAL tetap mendominasi. JAAI memperoleh 9% disusul JAB, JAI, dan JDA yang 
mempunyai persentase yang sama yaitu 8% namun JAB dalam kurun waktu 2010-2014 
tidak menerbitkan artikel sektor publik sementara untuk JAAI dan JAI masing-masing 
menerbitkan 3 artikel pada 2010-2018 dan 11 pada tahun 2015-2018. Dari 22 jurnal 
terakreditasi yang terpilih pada penelitian ini, sebanyak 17 jurnal mengalami 
peningkatan dalam penerbitan artikel mengenai sektor publik, dan 5 jurnal lainnya 
mengalami penurunan. Kelima jurnal tersebut adalah JIAB, MRAAI, JMSBK, JSB, dan 
JEP. Namun, secara keseluruhan penelitian mengenai sektor publik di Indonesia pada 
jurnal terakreditas mengalami kenaikan. Terutama pada dekade kedua. Terlihat dalam 
tabel bahwa pada dekade pertama tahun 2010-2014 terdapat 44 penelitian, sementara 
itu pada dekade kedua tahun 2015-2018 terdapat 109 penelitian yang diterbitkan. Data 
tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai sektor publik menarik untuk diteliti 
meski pada beberapa jurnal masih sedikit penelitian mengenai ini. 
 
Tabel 1. Penelitian Akuntansi Sektor Publik 
Jurnal Penulis (Tahun) 
Jurnal Akuntansi dan 
Keuangan 
Junaidi (2010), Hasniasari & Sholihin (2014), Satrio et al. (2016), 
Herwiyanti et al. (2017), Djamhuri & Rosidi (2017). 
Jurnal Akuntansi dan 
Auditing Indonesia 
Rahman (2011),  Arifin et al. (2010), Soleman (2013), 
Nurhidayati & Yaya (2013), Afdalia et al. (2014), Yuhertiana et 
al. (2012), Sofyani & Akbar (2015), Ratmono & Suryani (2016), 
Setiono & Hapsoro (2016), Abdullah & Muthia (2017), 
Ahyaruddin & Akbar (2017), Muhtar et al. (2017). 
Jurnal Akuntansi dan 
Bisnis 
Amalia et al. (2015), Taufik & Bandi (2015), Solikin (2016), 
Parananda (2016), Trisaptya et al. (2016), Purwanto (2016), 
Prabowo (2016), Ferdiansyah (2016), Pratomo (2016), Istiyanto 
(2016), Alhajjriana et al. (2017). 
Jurnal Akuntansi dan 
Investasi 
Arifin & Pratolo (2012), Usman et al. (2014), Firdaus et al 
(2010), Mudhofar & Tahar (2016), Hadi & Handajani (2017), 
Sutaryo & Sinaga (2018), Yuliani & Susanto (2018), Andika et 
al. (2012). 
Jurnal Akuntansi dan 
Keuangan Indonesia 
Setyaningrum & Syafitri (2012), Sofyani & Akbar (2013), 
Winoto & Falikhatun (2015), Suryono & Chariri (2016), 
Zulaikha & Hadiprajitno (2016). 
Jurnal Akuntansi 
Multiparadigma 
Fitri & Indriani (2011), Rahmanti & Prastiwi (2011),  Anggraini 
& Setiawan (2011), Hasiara (2012), Rimawati (2012), Ratnafuri 
& Herawati (2012), Tresnawati & Setiawan (2013), Setiawaty 
(2013), Yanida, Sudarma, & Rahman (2013), Shariha (2014), 
Randa & Daromes (2014), Zamzami & Faiz (2015), Gamar & 
Djamhuri (2015), Ratmono & Pradopowati (2016), Verawaty et 
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Jurnal Penulis (Tahun) 
al. (2016), Siddi (2016), Biswan & Wardani (2017), Darmayasa 
(2017), Andhayani (2017), Satriayaja et al. (2017), Pahlevi & 
Setiawan (2017), Purwanti (2018), Subadriyah (2017), Kurniati 
et al. (2017), Wijayanti & Hanafi (2018), Gunawan & Nurulita 
(2017), Ratmono & Rochmawati (2018), Rahayu (2018). 
Jurnal Dinamika 
Akuntansi 
Subowo & Wati (2010), Suryarini & Anwar (2010), Ulum 
(2011), Yustrianthe (2012), Kurrohman (2013), Fitri et al. (2013), 
Surepno (2015), Nugraheni & Murtini (2015), Surastiani & 
Handayani (2015). 
Jurnal Ilmiah 
Akuntansi dan Bisnis 
Nor (2012), Prastiwi & Satyawan (2014), Sofyani & Prayudi 
(2018), Badruzaman & Chairunnisa (2011), Aryawati & Sudana 
(2018), Budiartha (2010). 
Riset Akuntansi dan 
Keuangan Indonesia 
Sarkoro & Zulfikar (2016), Octariani et al. (2017), Purbasari & 
Bawono (2017). 
Media Riset Akuntansi, 
Auditing & Informasi 
Putri & Fanani (2018). 
Jurnal Akuntansi Nuraeni (2017), Oktafien (2018). 
Jurnal Akuntansi dan 
Pendidikan 
Ambaarwati & Payamta (2015), Hidayati & Djuminah (2013),  
Anggraini & Nuraina (2014), Harumiati & Payamta (2014), 
Saraswati, Budiwibowo, & Sulistyowati (2017), Juliana & 
Widhianningrum (2017), Nugroho & Prasetyo (2018). 
Istishadia Jurnal Kajian 
Ekonomi dan Bisnis 
Shandi et al. (2016), Terminanto & Rama (2017). 
Jurnal Aplikasi Bisnis 
dan Manajemen 
Julianry et al. (2017). 
Jurnal Ekonomi dan 
Bisnis 
Ismail et al. (2016), Pandansari (2016), Hasthoro & Sunardi 
(2016), Widagdo & Munir (2017), Kamaludin & Usman (2018), 
Butar & Perdana (2017), Diptyana & Rokhmania (2018), 
Erawati & Kurniawan (2018), Wibisono et al. (2018). 
Jurnal Manajemen, 
Strategi Bisnis, dan 
Kewirausahaan 
Matalia (2012). 
Jurnal Siasat Bisnis Wahyuni (2013), Firhana & Santoso (2012). 
Journal of Indonesian 
Economy and Business 
Kirana & Saleh (2011), Ahyaruddin & Akbar (2017), Bawono & 
Halim (2015), Novriansa & Sugiyanto (2016), Wijaya & Akbar 
(2013). 
Journal of Economics 
and Policy 




Jurnal Ekonomi dan 
Pembangunan 
Nikijuluw (2012), Sitepu (2017). 
Kajian Ekonomi 
Keuangan (Kemenkeu) 
Aziz et al. (2013), Azwar (2016), Sumando et al. (2018), 
Setiawan & Setyorini (2018). 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Klasifikasi Artikel 
Pada artikel ini, peneliti mengelompokkan setiap artikel pada dua klasifikasi 
yaitu topik dan metode penelitian dengan mengacu  pada penelitian sebelumnya 
(Hesford et al., 2007). Penelitian ini menggunakan 137 artikel dari 22 jurnal 
terakreditasi nasional.  Penelitian ini dilakukan pada artikel yang terbit dalam kurun 
waktu 9 tahun dari tahun 2010-2018 karena pada tahun-tahun tersebut penelitian 
mengenai akuntansi sektor publik mulai berkembang di Indonesia. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti pada 22 jurnal terakreditasi. 
Meskipun dalam dekade pertama, penelitian mengenai akuntansi sektor publik 
cenderung naik turun, namun dalam 4 tahun terakhir mengalami peningkatan yang 
cukup signifikan. Hal itu mungkin juga disebabkan oleh pergantian peraturan 
pemerintah menjadi akrual dalam PP No. 71 tahun 2011 dimana pada tahun 2015 
pemerintah daerah diwajibkan untuk menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. 
 
Klasifikasi berdasarkan Topik Pembahasan 
Penelitian ini mengklasifikasin setiap artikel berdasarkan topik dan metode 
penelitian. Topik penelitian dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu sistem 
akuntansi, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, regulasi, audit, pajak dan topik 
lainnya. Tabel 4 menunjukkan bahwa 45% artikel akuntansi sektor publik didominasi 
oleh topik akuntansi keuangan. Sistem akuntansi 6%, akuntansi manajemen 10%, 
regulasi 9%, audit 16%, perpajakan 5%, lain-lain sebesar 9%. Topik yang termasuk 
dalam kategori sistem akuntansi adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI), E-
Government, Implementasi SAKIP, Sistem Informasi, Sistem Akuntansi Pemerintah dan 
Implementasi sistem E-Procurement. Dari keenam kategori topik sistem akuntansi 
sektor publik tersebut, SPI, E-Government dan Implementasi SAKIP mendominasi, 
namun secara keseluruhan keenamnya merata.  
Topik yang masuk dalam kategori akuntansi keuangan adalah sebanyak 37 
kategori. Dari 37 topik tersebut pengungkapan laporan keuangan, akuntabilitas 
kinerja, dan flypaper effect paling mendominasi dengan masing-masing 3%. Topik 
penelitian yang termasuk dalam akuntansi manajemen adalah kinerja aparatur 
pemerintah, balancescorecard, performance measurement system, penganggaran berbasis 
kinerja, penerapan just in time, dan pengukuran kinerja. Dari keenam kategori tersebut 
kinerja aparatur pemerintah adalah yang paling mendominasi dengan persentase 
sebesar 21.14%.  
Topik penelitian mengenai regulasi mempunyai 2 kategori yaitu implementasi 
PP No.71 tahun 2010 dan SAP 24. Dari keduanya implementasi PP No. 71 tahun 2010 
adalah yang paling mendominasi dengan persentase sebesar 8% atau terdapat 12 
penelitian. PP ini merupakan peraturan mengenai akuntansi berbasis akrual dimana 
pemerintah harus menerapkannya mulai tahun 2015. Dari kedua belas itu pula, 
semuanya merupakan penelitian antara tahun 2015-2018. Jadi, dapat diketahui bahwa 
perubahan akuntansi ke akrual ini membuat banyak peneliti tertarik.  
Kategori yang termasuk dalam topik audit sektor publik adalah 10 kategori 
yaitu kualitas audit, opini audit, kinerja audit, peran audit dalam pemberantasan 
korupsi, audit, fraud, determinan tingkat penyimpangan, pelaporan pelanggaran, 
mendeteksi kecurangan, dan konflik peran pada auditor internal. Dari kesepuluh 
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kategori tersebut, kualitas audit dan opini audit merupakan kategori topik yang paling 
sering diteliti. Topik perpajakan paada akuntansi sektor publik terdapat tujuh kategori 
yaitu pemotongan dan pemungutan pajak, amnesti pajak, dampak PP terhadap 
penerimaan pajak, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, sunset policy, dan 
penerimaan PPH dan PPN. Dari ketujuh kategori topik tersebut, pemotongan dan 
pemungutan pajak adalah yang paling sering diteliti.  Topik penelitian lain-lain terdiri 
dari tiga belas kategori dan semuanya memiliki persentase 1%. 
 
Tabel 2. Daftar Jurnal yang Digunakan 
Jurnal Kepanjangan Nama Jurnal Institusi Jumlah 
JAK Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Kristen Petra 
Surabaya 
6 
JAAI Jurnal Akuntansi dan Auditing 
Indonesia 
Universitas Islam Indonesia 12 
JAB Jurnal Akuntansi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret 13 
JAI Jurnal Akuntansi dan Investasi Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta 
11 
JAKI Jurnal Akuntansi dan Keuangan 
Indonesia 
Universitas Indonesia 5 
JAMAL Jurnal Akuntansi 
Multiparadigma 
Universitas Brawijaya 32 
JDA Jurnal Dinamika Akuntansi Universitas Negeri Semarang 9 
JIAB Jurnal Ilmiah Akuntansi dan 
Bisnis 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Udayana 
6 





MRAAI Media Riset Akuntansi, Auditing 
& Informasi 
Universitas Trisakti 1 
JA Jurnal Akuntansi Universitas Tarumanegara 2 
ASSETS Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Universitas PGRI Madiun 7 
IJKEB Istishadia Jurnal Kajian Ekonomi 
dan Bisnis 
STAIN Kudus 2 
JABM Jurnal Aplikasi Bisnis dan 
Manajemen 
Institut Pertanian Bogor 1 
JEB Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya 
Wacana 
9 
JMSBK Jurnal Manajemen, Strategi 
Bisnis, dan Kewirausahaan 
Universitas Udayana 1 
JSB Jurnal Siasat Bisnis Universitas Islam Indonesia 2 
JIEB Journal of Indonesian Economy 
and Business 
Universitas Gadjah Mada 5 
JEJAK Journal of Economics and Policy Universitas Negeri Semarang 2 
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Jurnal Kepanjangan Nama Jurnal Institusi Jumlah 
JEP Jurnal ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 
1 
JEPI Jurnal Ekonomi dan 
Pembangunan Indonesia 
Universitas Indonesiaa 2 
KEK Kajian Ekonomi Keuangan 
(Kemenkeu) 
Kementerian Keuangan 5 
 
Tabel 3. Jumlah dan Persentase Jurnal dalam Penelitian Akuntansi Sektor Publik 
Nama Jurnal 
2010-2018 2010-2014 2015-2018 
Jumlah % Jumlah % Jumlah % 
JAK 6 4% 3 6% 3 3% 
JAAI 12 9% 5 10% 7 8% 
JAB 13 9% 0 0% 13 15% 
JAI 11 8% 5 10% 6 7% 
JAKI 5 4% 2 4% 3 3% 
JAMAL 32 22% 13 25% 19 22% 
JDA 9 7% 6 12% 3 3% 
JIAB 6 4% 4 8% 2 2% 
RAKI 3 2% 0 0% 3 3% 
MRAAI 1 1% 0 0% 1 1% 
JA 2 1% 0 0% 2 2% 
ASSETS 7 5% 3 6% 4 5% 
IJKEB 2 1% 0 0% 2 2% 
JABM 1 1% 0 0% 1 1% 
JEB 9 7% 0 0% 9 10% 
JMSBK 1 1% 1 2% 0 0% 
JSB 2 1% 2 4% 0 0% 
JIEB 5 4% 2 4% 3 3% 
JEJAK 2 1% 2 4% 0 0% 
JEP 1 1% 1 2% 0 0% 
JEPI 2 1% 1 2% 1 1% 







Klasifikasi berdasarkan Metode Penelitian 
Penelitian ini mengklasifikasikan metode penelitian menjadi dua kategori.  
Kategori pertama yaitu kualitatif, kuantitatif dan campuran disajikan dalam tabel 4. 
Sementara itu, kategori kedua mencakup metode eksperimen, survei, archival, kajian 
pustaka, studi kasus, deskriptif, interpretif, fenomenologi dan lain-lain disajikan dalam 
tabel 5. Pada tabel 5 dapat terlihat bahwa metode kualitatif masih sedikit digunakan 
dalam penelitian sektor publik dengan 28% dibandingkan dengan metode kuantitatif 
yang mempunyai persentase sebesar 70%.  
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Tabel 4. Metode Penelitian – Jurnal 
Nama 
Jurnal 



















JAK 0(0%) 2(8%) 2(5%) 3(8%) 1(2%) 4(4%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
JAAI 1(8%) 2(8%) 3(8%) 4(11%) 3(5%) 7(7%) 0(0%) 2(67%) 2(50%) 
JAB 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 13(22%) 13(13%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
JAI 0(0%) 2(8%) 2(5%) 5(13%) 4(7%) 9(9%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
JAKI 0(0%) 0 (0%) 0(0%) 2(5%) 3(5%) 5(5% 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
JAMAL 6(50%) 11(46%) 17(47%) 7(18%) 8(14%) 15(15% 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
JDA 1(8%) 1(4%) 2(6%) 5(13%) 2(3%) 7(7%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
JIAB 3(25%) 0(0%) 3(8%) 1(3%) 2(3%) 3(3%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
RAKI 0 (0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 3(5%) 3(3%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
MRAAI 0 (0%) 1(4%) 1(3%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
JA 0 (0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 2(3%) 2(2%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
ASSETS 0 (0%) 2(8%) 2(6%) 3(8%) 2(3%) 5(5%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
IJKEB 0 (0%) 0 (0%) 0(0%) 0(0%) 2(3%) 2(2%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
JABM 0 (0%) 0 (0%) 0(0%) 0(0%) 1(2%) 1(1%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
JEB 0 (0%) 2(8%) 2(6%) 0(0%) 6(10%) 6(6%) 0(0%) 1(33%) 1(25) 
JMSBK 0 (0%) 0 (0%) 0(0%) 1(3%) 0(0%) 1(1%0 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
JSB 0(0%) 0 (0%) 0(0%) 2(5%) 0(0%) 2(2%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
JIEB 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1(3%) 3(5%) 4(4%) 1(100%) 0(0%) 1(25%) 
JEJAK 1(8%) 0 (0%) 1(3%) 1(3%) 0(0%) 1(1%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
JEP 0 (0%) 0 (0%) 0(0%) 1(3%) 0(0%) 1(1%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
JEPI 0 (0%) 0 (0%) 0(0%) 1(3%) 1(2%) 2(2%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
KEK 0 (0%) 1(4%) 1(3%) 1(3%) 3(5%) 4(4%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
TOTAL 12 24 36 38(28%) 59 97(70%) 1 3 4(2%) 
 
Jurnal yang paling mendominasi dalam penelitian kualitatif adalah JAMAL 
dengan persentase 46%. Sementara untuk jurnal lain tak lebih dari 10%, bahkan 
terdapat 11 jurnal dari 22 jurnal yang tidak menerbitkan penelitian kualitatif mengenai 
akuntansi sektor publik. Penelitian kualitatif pada JAMAL mengalami kenaikan, yaitu 
pada tahun 2010-2014 terdapat 6 penelitian dan pada dekade kedua tahun 2015-2018 
terdapat 11 penelitian. Sementara itu, jurnal yang paling mendominasi dalam 
penelitian kuantitatif adalah JAMAL pula dengan persentase 15%. Baik kualitatif 
maupun kuantitatif didominasi oleh JAMAL karena secara keseluruhan penelitian 
mengenai akuntansi sektor publik paling banyak diterbitkan pada jurnal tersebut.  
Setelah JAMAL dengan 15% yang mendominasi pada penelitian kuantitatif, 
disusul oleh JAB dan JAI yang masing-masing 13% dan 9% yang paling banyak 
menerbitkan artikel dengan metode penelitian kuantitatif. Sementara untuk jurnal 
lainnya tidak lebih dari 10%. Dari 22 jurnal, semuanya menerbitkan dengan metode 
kuantitatif dengan total 97 artikel. Sebanyak 4 artikel diterbitkan dengan metode 
campuran pada 22 jurnal terakreditasi mengenai akuntansi sektor publik. Keempat 
artikel tersebut diterbitkan oleh JAAI dengan 2 artikel, dan JEB dan JIEB dengan 
masing-masing 1 artikel.  
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Keempat artikel dengan metode campuran tersebut diterbitkan dalam dekade 
kedua yaitu tahun 2015-2018, sementara untuk dekade pertama tidak ada yang 
menerbitkan dengan metode campuran. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode 
penelitian yang paling banyak digunakan dalam akuntansi sektor publik adalah 
metode kuantitatif, disusul metode kualitatif dan yang terakhir adalah metode 
campuran yang mempunyai persentase 3%. Pada kategori kedua yang dapat dilihat 
pada tabel 5, metode yang paling mendominasi untuk penelitian akuntansi sektor 
publik adalah metode archival dan survei yang maasing-masing memperoleh 
persentase 32% dan 34%. Kesembilan metode rata-rata mengalami kenaikan dari 
dekade pertama 2010-2014 ke dekade kedua 2015-2018. Kenaikan yang paling 
signifikan terlihat pada metode yang sama yaitu metode survei dan archival. Sementara 
itu, metode yang paling jarang digunakan peneliti pada penelitian sektor publik 
adalah metode eksperimen dengan persentase 1% disusul metode kajian pustaka, 
fenomenologi, dan interpretif. 
 
Tabel 5. Metode Penelitian 
Metode Penelitian 2010-2014 2015-2018 2010-2018 
Eksperimen 0 (0%) 1 (1%) 1 (1%) 
Survei 20 (39%) 27 (31%) 47 (34%) 
Archival 13 (25%) 31 (36%) 44 (32%) 
Kajian Pustaka 0 (0%) 1 (1%) 2 (1%) 
Studi Kasus 5 (20%) 7 (8%) 12 (9%) 
Deskriptif 10 (19%) 10 (12%) 20 (15%) 
Interpretif 2 (4%) 2 (2%) 4 (3%) 
Fenomenologi 1 (2%) 2 (2%) 3 (2%) 
Lain-Lain 0 (0%) 5 (2%) 5 (4%) 
Total 51 86 137 
 
Karakteristik jurnal 
Tabel 7 mentabulasi topik penelitian akuntansi sektor publik berdasarkan 
jurnal. Hasil tabulasi data menunjukkan bahwa topik akuntansi keuangan 
mendominasi pada JAK, JAAI, JAB, JIAB, MRAAI, KEK. Sementara topik audit sektor 
publik mendominasi JAKI, JAMAL, dan juga JIAB. Topik sistem akuntansi sektor 
publik rata-rata hanya ada satu penelitian dan 14 jurnal tidak meneliti mengenai topik 
ini. Sementara untuk topik akuntansi manajemen tidak ada jurnal yang mendominasi 
namun secara keseluruhan terdapat 16 penelitian pada semua jurnal.  
Pada tabel 8 dan 9 terlihat bahwa penelitian kuantitatif hampir mendominasi 
penelitian bidang akuntansi sektor publik pada 22 jurnal. Metode survei adalah yang 
paling banyak digunakan dan mendominasi di sebagian besar jurnal terakreditasi. JA, 
JABM dan JMSBK mempunyai persentase 100% untuk metode survei, artinya 
penelitian sektor publik pada ketiga jurnal tersebut dilakukan dengan metode survei. 
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Tabel 6a. Daftar Topik Penelitian Akuntansi Sektor Publik – Sistem Akuntansi 
Topik 2010-2014 2015-2018 2010-2018 
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 0(0%) 2(100%) 2(25%) 
Implementasi E-Government 2(33%) 0(0%) 2(25%) 
Implementasi SAKIP 2(33%) 0(0%) 2(25%) 
Sistem Informasi 1(17%) 0(0%) 1(13%) 
Niat Pengguanaan Sistem Informasi 
Keuangan Daerah 1(17%) 0(0%) 1(13%) 
Jumlah 6 2 8 
 
Tabel 6b. Daftar Topik Penelitian Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan 
Topik 2010-2014 2015-2018 2010-2018 
Akuntabilitas Anggaran 0(0%) 1(2%) 1(2%) 
Akuntabilitas Kinerja 2(13%) 3(7%) 5(8%) 
Akuntabilitas Laporan Keuangan 0(0%) 3(7%) 3(5%) 
Alokasi Belanja Daerah 0(0%) 1(2%) 1(2%) 
Belanja Hibah 0(0%) 1(2%) 1(2%) 
Belanja Modal 2(13%) 0(0%) 2(3%) 
Cash Forecasting 0(0%) 1(2%) 1(2%) 
Dana Desa 0(0%) 1(2%) 1(2%) 
Desentralisasi Fiskal 1(6%) 0(0%) 1(2%) 
Discretionary Fund 0(0%) 1(2%) 1(2%) 
Flypaper Effect 2(13%) 3(7%) 5(8%) 
Hutang Pemerintah 1(6%) 0(0%) 1(2%) 
Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja 1(6%) 0(0%) 1(2%) 
Indeks Pembangunan Manusia 0(0%) 2(5%) 2(3%) 
Kepuasan Aparatur Pemerintah 1(6%) 0(0%) 1(2%) 
Ketepatan Waktu Penetapan APBD 0(0%) 1(2%) 1(2%) 
Ketepatan waktu penyampaian LK 0(0%) 1(2%) 1(2%) 
Kinerja Fiskal 1(6%) 1(2%) 2(3%) 
Kinerja Keuangan Pemerintah daerah 1(6%) 3(7%) 4(7%) 
Kualitas Akuntabilitas 0(0%) 2(5%) 2(3%) 
Kualitas Anggaran 0(0%) 1(2%) 1(2%) 
Kualitas APBD 0(0%) 1(2%) 1(2%) 
Kualitas Laporan Keuangan 0(0%) 1(2%) 1(2%) 
Partisipasi Anggaran 1(6%) 1(2%) 2(3%) 
Peerlakuan Aset Tetap 0(0%) 1(2%) 1(2%) 
Pemahaman Pengelola Keuangan Desa 0(0%) 1(2%) 1(2%) 
Penerapan Anggaran Responsif Gender 0(0%) 1(2%) 1(2%) 
Pengadaan Barang dan Jasa 0(0%) 1(2%) 1(2%) 
Penganggaran 0(0%) 3(7%) 3(5%) 
Pengungkapan Kebijakan Fiskal 1(6%) 0(0%) 1(2%) 
Pengungkapan Laporan Keuangan 1(6%) 3(7%) 4(7%) 
Perencanaan Anggaran 0(0%) 1(2%) 1(2%) 
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Topik 2010-2014 2015-2018 2010-2018 
Perubahan APBD 0(0%) 1(2%) 1(2%) 
Praktik Internet Financial Reporting (IFR) 0(0%) 1(2%) 1(2%) 
Saldo Kas 0(0%) 1(2%) 1(2%) 
Jumlah 16 43 58 
 
Tabel 6c. Daftar Topik Penelitian Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Manajemen 
Topik 2010-2014 2015-2018 2010-2018 
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah 5(56%) 5(63%) 10(59%) 
Balancescorecard 2(22%) 0(0%) 2(12%) 
Performance Measurement Systems 1(11%) 1(13%) 2(12%) 
Penganggaran Berbasis Kinerja 0(0%) 1(13%) 1(6%) 
Penerapan Just in Time 0(0%) 1(13%) 1(6%) 
Pengukuran Kinerja 1(11%) 0(0%) 1(6%) 
Jumlah 9 8 17 
 
Tabel 6d. Daftar Topik Penelitian Akuntansi Sektor Publik – Regulasi 
Topik 2010-2014 2015-2018 2010-2018 
Implementasi PP No.71 Tahun 2010 3(100%) 8(89%) 11(92%) 
SAP 24 0(0%) 1(11%) 1(8%) 
Jumlah 3 9 12 
 
Tabel 6e. Daftar Topik Penelitian Akuntansi Sektor Publik – Audit 
Topik 2010-2014 2015-2018 2010-2018 
Kualitas Audit 1(13%) 5(33%) 6(26%) 
Opini Audit 3(38%) 2(13%) 5(22%) 
Kinerja Audit 1(13%) 0(0%) 1(4%) 
Peran Audit dalam Pemberantasan Korupsi 1(13%) 0(0%) 1(4%) 
Audit 1(13%) 0(0%) 1(4%) 
Fraud 1(13%) 4(27%) 5(22%) 
Determinan Tingkat Penyimpangan Bantuan 
Sosial 0(0%) 1(7%) 1(4%) 
Pelaporan Pelanggaran 0(0%) 1(7%) 1(4%) 
Mendeteksi Kecurangan 0(0%) 1(7%) 1(4%) 
Konflik Peran pada Auditor Internal 0(0%) 1(7%) 1(4%) 
Jumlah 8 15 22 
 
Tabel 6f. Daftar Topik Penelitian Akuntansi Sektor Publik – Pajak 
Topik 2010-2014 2015-2018 2010-2018 
Pemotongan dan Pemungutan Pajak 2(40%) 0(0%) 2(29%) 
Amnesti Pajak 0(0%) 1(50%) 1(14%) 
Dampak PP terhadap Penerimaan Pajak 0(0%) 1(50%) 1(14%) 
Pajak Bumi dan Bangunan  1(20%) 0(0%) 1(14%) 
Pajak Penghasilan 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
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Topik 2010-2014 2015-2018 2010-2018 
Sunset Policy 1(20%) 0(0%) 1(14%) 
Penerimaan PPH dan PPN 1(20%) 0(0%) 1(14%) 
Jumlah 5 2 7 
 
Tabel 6g. Daftar Topik Penelitian Akuntansi Sektor Publik – Lain-lain 
Topik 2010-2014 2015-2018 2010-2018 
Sikap dan Perilaku Penyusunan KUA dan PPAS 1(17%) 0(0%) 1(8%) 
Pertumbuhan Ekonomi 0(0%) 1(17%) 1(8%) 
Pengembangan Karir dan Kepuasan Kerja 1(17%) 0(0%) 1(8%) 
Komitmen Organisasional 1(17%) 0(0%) 1(8%) 
Identifikasi Faktor Keperilakuan pada Proses 
Penganggaran 1(17%) 0(0%) 1(8%) 
Optimalisasi Penggunaan Aset 0(0%) 1(17%) 1(8%) 
Kinerja dan Keterikatan Kerja 0(0%) 1(17%) 1(8%) 
Efektivitas, efisiensi dan taggung jawab sumber 
daya manusia 1(17%) 0(0%) 1(8%) 
Analisis Konvergensi dan Pertumpuhan PDRB 
setelah Otonomi Daerah 1(17%) 0(0%) 1(8%) 
Pengambilan Keputusan Pemerintah Daerah 0(0%) 1(17%) 1(8%) 
Produk Domestik Regional Bruto 0(0%) 1(17%) 1(8%) 
Penatausahaan Aset Tetap 0(0%) 1(17%) 1(8%) 
Jumlah 6 6 12 
 














JAK 1(17%) 2(33%) 0(0%) 3(50%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 6 
JAAI 1(8%) 7(58%) 2(17%) 1(8%) 1(8%) 0(0%) 0(0%) 12 
JAB 1(7%) 7(50%) 0(0%) 1(7%) 5(36%) 0(0%) 0(0%) 14 
JAI 0(0%) 6(60%) 0(0%) 2(20%) 2(20%) 0(0%) 0(0%) 10 
JAKI 1(20%) 2(40% 0(0%) 0(0%) 2(40%) 0(0%) 0(0%) 5 
JAMAL 2(6%) 7(22%) 6(19%) 3(9%) 7(22%) 3(9%) 4(13%) 32 
JDA 0(0%) 3(33%) 3(33%) 1(11%) 1(11%) 1(11%) 0(0%) 9 
JIAB 1(17%) 2(33%) 1(17%) 0(0%) 1(17%) 1(17%) 0(0%) 6 
RAKI 0(0%) 3(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 3 
MRAAI 0(0%) 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1 
JA 0(0%) 0(0%) 1(50%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(50%) 2 
ASSETS 1(14%) 3(43%) 2(29%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(14%) 7 
IJKEB 0(0%) 1(50%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(50%) 2 
JABM 0(0%) 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1 
JEB 0(0%) 6(67%) 0(0%) 1(11%) 2(22%) 0(0%) 0(0%) 9 
JMSBK 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(100%) 1 
JSB 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(50%) 0(0%) 1(50%) 2 
JIEB 0(0%) 2(40%) 1(20%) 0(0%) 1(20%) 0(0%) 1(20%) 5 
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JEJAK 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 2(100%) 2 
JEP 0(0%) 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1 
JEPI 0(0%) 1(50%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(50%) 0(0%) 2 
KEK 0(0%) 4(80%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(20%) 0(0%) 5 
JUMLAH 8 58 17 12 22 7 12 137 
 


















JAK 0(0%) 2(33%) 1(17%) 0(0%) 1(17%) 1(17%) 1(17%) 0(0%) 0(0%) 
JAAI 0(0%) 5(42%) 3(25%) 1(8%) 1(8%) 1(8%) 0(0%) 1(8%) 0(0%) 
JAB 0(0%) 4(31%) 9(69%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
JAI 0(0%) 7(64%) 2(18%) 0(0%) 2(18%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
JAKI 0(0%) 2(40%) 3(60%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
JAMAL 0(0%) 7(22%) 7(22%) 0(0%) 5(16%) 7(22%) 3(9%) 1(3%) 2(6%) 
JDA 0(0%) 4(44%) 1(11%) 0(0%) 1(11%) 3(33%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
JIAB 0(0%) 1(17%) 1(17%) 0(0%) 0(0%) 3(50%) 0(0%) 1(17%) 0(0%) 
RAKI 0(0%) 1(33%) 2(67%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
MRAAI 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(100%) 
JA 0(0%) 2(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
ASSETS 0(0%) 3(43%) 3(43%) 0(0%) 0(0%) 1(14%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
IJKEB 0(0%) 1(50%) 1(50%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
JABM 0(0%) 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
JEB 0(0%) 2(22%) 4(44%) 0(0%) 2(2%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(11%) 
JMSBK 0(0%) 1(100%) 0 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
JSB 0(0%) 1(50%) 1(50%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
JIEB 1(20%) 3(60%) 1(20%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
JEJAK 0(0%) 0(0%) 1(50%) 0(0%) 0(0%) 1(50%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
JEP 0(0%) 0(0%) 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
JEPI 0(0%) 0(0%) 2(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 
KEK 0(0%) 0(0%) 1(20%) 0(0%) 0(0%) 3(60%) 0(0%) 0(0%) 1(20%) 
 
Karakteristik Artikel 
Tabel 9 menunjukkan tabulasi silang antara Metode Penelitian kualitatif, 
kuantitatif, dan campuran dengan topik penelitian. Tabel tersebut menunjukkan 
bahwa penelitian dengan metode kuantitatif mendominasi semua topik penelitian. 
Dari ketujuh topik penelitian, metode kuantitatif paling banyak digunakan pada topik 
akuntansi keuangan sebesar 46%. Setelahnya disusul oleh topik audit 18% dan topik 
akuntansi manajemen 11%. Sementara itu, untuk metode kualitatif terbanyak dengan 
topik akuntansi keuangan sebesar 35% dan regulasi dengan 19%. Metode campuran 
paling sedikit digunakan yaitu pada topik akuntansi keuangan dan akuntansi 
manajemen dengan presnetase masing-masing sebesar 50%.  
Tabel 10 menunjukkkan bahwa topik akuntansi keuangan didominasi oleh 
metode archival dengan 29 penelitian disusul dengan metode survei dengan 13 
penelitian. Akuntansi manajemen, audit, dan regulasi didominasi oleh metode survei. 
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Topik penelitian pajak didominasi oleh archival. Sementara itu, topik sistem akuntansi 
metode survei dan studi kasus dan archival paling banyak digunakan. Untuk metode 
lainnya didominasi oleh metode survei. Secara keseluruhan metode yang paling 
banyak digunakan adalah metode survei dan archival yaitu sebanyak masing-masing 
47 dan 44 penelitian. 
 
Tabel 9. Tabulasi Data Metode Penelitian Jurnal dan Topik Penelitian 
Topik Penelitian 
Metode Penelitian 
Jumlah Kualitatif Kuantitatif Campuran 
Sistem Akuntansi 2 (6%) 6 (6%) 0 (0%) 8 
Akuntansi Keuangan 13 (33%) 45 (46%) 2 (50%) 60 
Akuntansi Manajemen 3 (8%) 11 (11%) 2 (50%) 16 
Regulasi 7 (19%) 5(5%) 0 (0%) 12 
Audit 6 (17%) 17 (18%) 0 (0%) 22 
Pajak 3 (8%) 4 (4%) 0 (0%) 7 
Lain-Lain 3 (8%) 9 (9%) 0 (0%) 12 
JUMLAH 37 97 4 137 
 











Mnj Reg Audit Pajak 
Lain-
Lain 
Eksperimen 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(100%) 1 
Survei 3(6%) 13(28%) 7(15%) 5(11%) 13(28%) 1(2%) 5(11%) 47 
Archival 2(5%) 29(66%) 4(9%) 0(0%) 5(11%) 1(2%) 3(7%) 44 
Kajian 
Pustaka 0(0%) 1(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 2 
Studi Kasus 
2(17%
) 3(25%) 2(17%) 3(25%) 2(17%) 0(0%) 0(0%) 12 
Deskriptif 1(5%) 8(40%) 2(10%) 3(15%) 2(10%) 3(15%) 1(5%) 20 
Interpretif 0(0%) 1(25%) 0(0%) 1(25%) 1(25%) 0(0%) 1(25%) 4 
Fenomenolo
gi 0(0%) 1(33%) 1(33%) 0(0%) 0(0%) 1(33%) 0(0%) 3 
Lain-Lain 0(0%) 3(60%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(20%) 1(20%) 5 
JUMLAH 8 60 16 12 22 7 12 137 
 
SIMPULAN 
Dari tabel-tabel yang telah ditampilkan pada pembahasan, diketahui bahwa 
masih banyak topik dalam akuntansi sektor publik yang masih jarang diteliti, padahal 
topik tersebut dapat menjadi hal yang menarik. Penelitian selanjutnya mengenai 
akuntansi sektor publik diharapkan dapat menggunakan artikel ini untuk melihat 
topik penelitian yang masih jarang diteliti misalnya mengenai pengelolaan keuangan 
pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta bagaimana perkembangan BUMDes 
dari sisi akuntansi sektor publik.  
Dari ketujuh kategori topik sektor publik pada penelitian ini selama 9 tahun 
terakhir, penelitian mengenai perpajakan menjadi topik paling sedikit yang telah 
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diteliti. Hal ini dapat menjadi peluang bagi peneliti, misalnya mengenai sunset policy. 
Selain itu topik mengenai sistem akuntansi juga dapat menjadi peluang penelitian 
mengingat sistem akuntansi merupakan suatu hal penting dalam pelaporan keuangan 
dalam sektor publik maupun swasta. Selain itu penelitiaan selanjutnya dapat 
mengambil topik mengenai revolusi 4.0 karena topik tersebut adalah topik yang 
sedang banyak dibicarakan. Topik tersebut dapat mengambil masalah mengenai 
apakah revolusi 4.0 dapat memengaruhi pelayanan pada pemerintah mengingat tujuan 
utama dari pemerintah adalah melayani masyarakat. Lalu sistem akuntansi seperti apa 
yang akan diterapkan apabila dikaitkan dengan revolusi 4.0 tersebut. 
Pada penelitian ini, peneliti menganalisis 137 artikel yang membahas mengenai 
akuntansi sektor publik dan diterbitkan pada 22 jurnal terakreditasi di Indonesia dan 
diklasifikasikan berdasarkan topik dan metode selama 9 tahun mulai tahun 2010-2018. 
Mayoritas penelitian mengenai akuntansi sektor publik ini diterbitkan di Jurnal 
Akuntansi Multiparadigma (JAMAL), Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia 
(JAAI), Jurnal Akuntansi dan Bisnis (JAB), dan Jurnal Akuntansi dan Investasi (JAI). 
Topik yang paling banyak dibahas pada penelitian akuntansi sektor publik pada 22 
jurnal terakreditasi adalah topik mengenai akuntansi keuangan yaitu pengungkapan 
laporan keuangan, akuntabilitas kinerja, dan flypaper effect. Sementara itu topik yang 
masih jarang diteliti adalah sistem akuntansi sektor publik dan perpajakan. 
Pada 22 jurnal yang diteliti selama tahun 2010-2018 metode penelitian yang 
paling sering digunakan adalah kuantitatif dengan persentase 70% sementara metode 
kualitatif sebesar 28%. Metode yang paling sering digunakan adalah survei dan 
archival yang mempunyai persentase masing-masing 34% dan 32%. Pada penelitian ini 
diketahui bahwa eksperimen masih sangat jarang digunakan oleh peneliti, oleh karena 
itu ini hal ini dapat menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan 
metode eksperimen.  
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